
Menimbang :

Mengingat : 1.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 8OO / OO427 12016

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PEI,ATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan tentang Penetapan Klasifikasi
Informasi Publik Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi
Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 halaman 86'921;

Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

undang-undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8a3l;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 6L, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8a6l;

2.

3.

4.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
Publik (Lembaran Negara RePublik

2OO9 tentang Pelayanan
Indonesia Tahun 2OO9

Nomor lL2, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5038);

Republik Indonesia



6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.
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undang-undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oL4
Nomor 244, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2OL4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Reptrblik Indonesia Nomor 45781;

Peraturan Pemerintah Nomor 61, Tahun 2O1"O tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomot L4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 99, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5A9l;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2OO8

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan
pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2oo8 Nomor 7 seri D Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2OL2

tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah {Lembaran Daerah
provinsi Jawa Tengah Tahun 2ol2 Nomor 6, Tambahan
Lemabaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa t""gah Tahun Anggaran 2OL6 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2Ol5 Nomor 5;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2OlO tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLO Nomor 2a$;

Peratural Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008
tentang Penjabaran T[rgas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
79 Tahun 2}tl tentang tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2OO8 tentang
penjabaran Tlrgas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah ;

L4.



15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2Ol2
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 6 Tahun 2Ol2 tentang Pelayanan Informasi
Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2Ol2
Nomor 47\ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47
Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Pelayanan
Informasi Publik Penyelenggara€rn Pemerintahan Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2AL6 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2A16 Nomor 64);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2015
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016 Nomor 64);

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55A /32 /2OLL
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada
Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Jawa Tengah Nomor 8OO I 00426 I 2016 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OL6;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, yarag daftarnya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Penetapan Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, pelaksanaannya mendasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan
dan asas kepentingan umum.

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terdiri atas informasi
yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat,
dan informasi yang wajib tersedia secara serta merta.

16.

17.

18.

19.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA



KEEMPAT Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum
KESATU didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, asas kepatutan daa asas kepentingan
umum serta bersifat ketat dan terbatas.

KELIMA : Keputusan ini mutai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tangal 11 Je.nuarj" 2C16

KEPALA IKAN DAN PET,ATIHAN
IVA TENGAH,

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. \Ifakit Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jasra Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. InspekLur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
7 . KepaTa Biro Hubungan Masyarakat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Sekretaris dan Para Kepata Bidang di Lingkungar. Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Teneah.



LAMPIRAT{ : I{EPUTUSAIY I(tPALl\ BN)AII
PEilDIDII(AN DAN PELATIIIAN
PROVINSI JAWA TENGAII
IIOMOR : aOO I OO427 I 2016
TAIIGGAL : 11 Januart 2016
XLASIFIKASI IIIFORilASI PT'BLIK
BAI'AIT PEIIDIDIKAN DAN PELATIHAIT
PROVTNSI JAUIATTI{GAH
TAHT'T{ 2016

XLIISI!.IKASI INT'ORMASI PT'BLTK
BAI'AN PEITDIDII(AIT DAI{ PELITTIIIAI{ PROVINSI JAITA TTNGAII

I. INFORIIIASI YAITG WA.'IB DISTDIAIIAIT DAI| DTT'TfiT'TIKAT{

A. WA"rrB DTSEDTAKAT{ DAN Dr[rlfirruKAN Src484 BERTTAL/I

I{o
Ringtesan Isl

Infotmasi
(Perthel)

PeJabat
yang

Uenguasai
Dolnrmen-
tasl dan
Infornasl

Penangguag
Jawab

Pembuataa
Informasl

Waf,tu
Pembuet-
an Infor-

masl

Formet
Iaformasl

yeng
Tersedla

Jaagta
lf,aktu

Peaylmpanan

Jeais
Medie
yeng

Memuat
Infornasl

x 2 3 4 5 6 7 8

I Hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah

a.
Informasi capaian
program dan
kcoietan oada :

Bidang Diklat
Teknis

Kepala
Bidang
Diklat
Teknis

Kabid dan
Kasubbid
pada Bidang
DiklatTeknis

2016 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

Bidang Diklat
Fungsional

Kepala
Bidang
Diklat
Fungsional

Kabid dan
Kasubbid
pada Bidang
Diklat
Funesional

20t6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

Bidang Diklat
Kepemimpinan

Kepala
Bidang
Diklat
Kepemim-
pinan

Kabid dan
Kasubbid
pada Bidang
Diklat
Kepemimpina
n

20L6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

Bidang
Pengembangan
dan
Pengendalian
Mutu Diklat

Kepatra
Bidang
Pengem-
bangan
dan
Pengendali
an Mutu
Diklat

Kabid dan
Kasubbid pada
Bidang
Pengembanga.r
dan
Pengendalian
Mutu Diklat

20t6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

Sekretariat Sekretaris
Sekretaris

dan Kasubae
20L6 Softcopy &

Hardcoov 5 tahun Websit6

b.

L,aporan Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LKJiP)

Sekretaris
Kasubbag
Program

2At6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

c.
Pelaksanaan
Rakor, Sosialisasi,
Sinkronisasi

Sekretaris
Kasubbag
Program

20L6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

d.
Informasi
Pelaksanaan
Diklat Teknis

Kepala
Bidang
Diklat
Teknis

Kabid dan
Kasubbid

pada Bidang
Diklat Teknis

2016 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

e.

Informasi
Pelaksanaan
Diklat Fungsional

Kepala
Bidang
Diklat
Fungsional

Kabid dan
Kasubbid

pada Bidang
Diklat

Funssional

20t6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website



f.

Informasi
Pelaksanaan
Diklat
Kepemimpinan
dan Praiabatan

Kepala
Bidang
Diklat
Kepemimpir
an

Kabid dan
Kasubbid padz
Bidang Diklat
Kepemimpinar

20L6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

ob.

Informasi
Pelaksanaan
Kegiatan Bidang
Pengembangan
dan Pengendalian
Mutu Diklat

Kepala
Bidang
Pengem-
bangan dan
Pengenda-
lian Mutu
Diklat

Kabid dan
Kasubbid pade

Bidang
Pengembangar

dan
Pengendalian
Mutu Diklat

2016 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

2. Laporan Keuangan

a.
Laporan Realisasi
Angsaral Sekretaris

Kasubbag
Keuangan

2At6 Softcopy &
Hardconv 5 tahun Website

b. Neraca Keuangan Sekretaris
Kasubbag
Keuangan

20t6 Softcopy &
Hardcoov 5 tahun Website

c.

Catatan
Akuntabilitas
Laporan
Keuansan

Sekretaris
Kasubbag
Keuangan

2016 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

3.
Laporan Akhir
Kegiatan

Sekretaris
Kabid &

Kasubbid
20L6 Softcopy &

Harrlcoov 5 tahun Website

4.
Keq'asama
Penyelenggaraan
Diklat

Sekretaris
Kabid &
Kasubbid

20t6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

5.

Laporan
Pelayanan
Permohonan
Informasi Publik

Sekretaris
Sekretaris

selaku PPID
2At6 Softcopy &

Hardcopy
5 tahun Website

6.
Pengumuman
pengadaan
barang dan jasa

Sekretaris
Kasubbag

Umum dan
Kepegawaian

20L6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

a. Rencana
umum
pengadaan
barang dan
iasa

Sekretaris
Kasubbag

Umum dan
Kepegawaian

2Al6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

b. Pengumuman
proses
pengadaan

Sekretaris
Kasubbag

Umum dan
Kepegawaian

2016 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

c. Pengumuman
pemenang
lelang

Sekretaris
Kasubbag

Umum dan
Kepegawaian

20t6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

B. WA"'IB TERSEDIA SEfiAP SAA?

No
Ringkasan Isi

Informasi
{Perihalf

PeJabat
yang

Meaguasai
Informasi

Penanggung
Jawab

Pembuatan
Inforaasl

If,aktu
Pembuat

an
Informasi

Format
Informasl

yang
Tersedia

Jargka trIaktu
Penylmpanaa

Jenis
Media
yang

Memuat
Informa

si

1

1.

2 3 4 5 6 7 8

Informasi tentang Profil Badan Dil rlat
a. Visi dan Misi Sekretaris Kasubag

Program
2016 Softcopy &

Hardcopy
5 tahun Website

b. Struktur Organi-
sasi dan Profil
Badan Diklat
Provinsi Jawa
Tengah

Sekretaris Kasubbag
Umum dan

Kepegawaian

2008 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website



c. Profil SDM, Profil
Pejabat Struk-
tural, Fro{il
Pejabat Fung-
sional Widya
iswara dan
LKHPN

Sekretaris Kasubbag
Umum dan

Kepegawaian

2016 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

d. Tlrgas, wewerrang
dan fungsi

Sekretaris Kasubbag
Frogram

20t6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

e. Gambaran Umum Sekretaris Kasubbag
Program

20t6 Softcopy &
Hardcopy

5 Tahun Website

f. Lokasi Sekretaris Kasubbag
Program

20t6 Softcopy &
Hardcopy

5 Tahun Website

2. Informasi Tentang Profil PPID

a. SK PPID Sekretaris Sekretaris
Selaku PPID

20t6 Softcopy &
Hardcopy

5 Tahun Website

b. Maklumat Sekretaris Sekretaris
Selaku PPID

2015 Softcopy &
Hardcopy

5 Tahun Website

c- Peraturan Sekretaris Sekretaris
Selaku PPID

2015 Softcopy &
Hardcopy

5 Tahun Website

d. Kode Etik Sekretaris Sekretaris
Selaku PPID

2015 Softcopy &
Hardcopy

5 Tahun Website

e. Telpon & Alamat Sekretaris Sekretaris
Selaku PPID

2015 Softcopy &
Hardcopy

5 Tahun Website

f. SOP Permohonan
Informasi, SOP
Pengaduan
Keberatan, dan
SOP Pelaporan
Peayalahgunaan
Wewenang
Peiabat

Sekretaris Sekretaris
Selaku PPID

2015 Softcopy &
Hardcopy

5 Tahun Website

J. Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah

a.
Nama Program
dan Kegiatan

Sekretaris

Kabid,
Kasubbid dan

Kasubbag
Program

20L6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

b.
Penanggungjawab
dan pelaksana
prograln

Sekretaris
Kasubbag

Umum dan
Kepegawaian

2016 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

c.
Target Capaian
Program dan
Kegiatan

Sekretaris

Kabid,
Kasubbid dan

Kasubbag
Program

2016 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

d.

Informasi
Rencana
Pelaksanaan
Rakor, Sosialisasi,
Sinkronisasi

Sekretaris
Kasubbag
Program

2A16
Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

e.

Informasi
Rencana
Pelaksanaan
Diklat Teknis

Kepala
Bidang
Diklat
Teknis

Kabid dan
Kasubbid

pada Bidang
Diklat Teknis

2016 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

f

Informasi
Rencana
Pelaksanaan
Diklat Fungsional

Kepala
Bidang
Diklat
Fungsional

Kabid dan
Kasubbid

pada Bidang
Diklat

Funssional

2016 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

d

Informasi
Rencana
Pelaksanaan
Diklat
Kepemimpinan
dan Praiabatan

Kepala
Bidang
Diklat
Kepemimpi
nan

Kabid dan
Kasubbid

pada Bidang
Diklat

Kepemimpina
n

2016 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website



h.

Informasi
Rencana
Pelaksanaan
Kegiatan Bidang
Pengembangan
dan Pengendalian
Mutu Diklat

Kepala
Bidang
Pengem-
bangan dan
Pengendalia
n Mutu
Diklat

Kabid dan
Kasubbid pada

Bidang
Pengembangar

dan
Pengendalian
Mutu Diklat

20t6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

4.
Daftar Aset dan
Inventaris

Sekretaris
Kasubbag

Umum dan
kepegawaian

20L6 Softcopy &
Hardcopy

5 Tahun Website

5.
Fasilitasi Sarana
dan Prasarana
basi Rrblik

a.

Jadwal
Pemakaian
Sarana dan
Prasarana

Sekretaris

Kasubbag
Umum dan

kepegawaian
20t6 Softcopy &

Hardcopy
5 Tahun Website

b. Standar Harga Sekretaris
Kasubbag

Umum dan
kepegawaian

2016 Softcopy &
Hardcopy

5 Tahun Website

c.

Jenis Sarana dan
Prasarana yang
dapat digunakan
oleh publik

Sekretaris

Kasubbag
Umum dan

kepegawaian
20t6 Softcopy &

Hardcopy
5 Tahun Website

C. WAJIB DITIMUMKAN SERTA MERTA

II.INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No
Ringkasan Isi

Informasi (Perihall

Pejabat
yang

Menguasai
Informasi

Penanggung
Jawab

Pembuatan
Informasi

trIaktu
Pembuataa
Informasi

Format
Informasi

yang
Tersedia

Jangka Waktu
Penyimpanan

Jenis
Media
yang

Memuat
Informasi

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Prosedur dini dan
evakuasi keadaan
darurat kebakar-
an gedung

Sekretaris Kasubbag
Umum dal

Kepegawaian

2At6 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

2 Penanganan
Terhadap Peserta
yang mengalami
Kondisi Gawat
Darurat diling-
kungan Badan
Diklat

Sekretaris Kasubbag
Umum dan

Kepegawaian

2016 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

crr. Informasi Kondisi
darurat/bencana

Sekretaris Kasubbag
Umum dan

Kepegawaian

2016 Softcopy &
Hardcopy

5 tahun Website

No
Konten

Informasi
Dasar Hukum

Alasan
Informasi Yang
Dikecualikan

Batas Waktu
Pengecualian

Konsekuensi

Akibat Jika
Informasi Dibuka

Manfaat Jika
Informasi
Ditutut,

1 2 3 4 t 6 7

Dokumen/
berkas/arsip
PNS

UUD Negara RI
Tahun 1945 Pasal
28 A s.d. 28 H.
UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17 hurufh

Melindungi hak
dasar manusia
(HAM)berdasar-
kan konstifusi

Tidak
Terbatas

Mengungkap
data pribadi
PNS
Melanggar HAM

Melindungi
data pribadi
PNS yang
bersifat
rahasia



2 Identitas
PNS yang
melanggar
disiplin dan
dijatuhi
hukuman
disipllin

UUD Negara RI
Tahun 1945 Pasal
28 A s.d 28 H.
UU No. 14Tahun
2O08 tentang KIP
Pasal 17 hurufh.

Melindungi hak
dasar menusia
(HAMIberdasar-
kan konstitusi

Tidak
Terbatas

- Mengungkap
data pribadi
PNS

- Melanggar HAM

Melindungi
data pribadi
PNS yang
bersifat
rahasia

3 Identitas
PNS yang
mengajukan
Uin
perceraian

UUD Negara RI
Tahun 1945 Pasal
28 A s.d. 28 H.
UU No. 14 Tahun
2O08 tentang KIP
Pasal 17 hurufh.

Melindungi hak
dasar manusia
(HAM)berdasar-
kan konstitusi

Tidak
Terbatas

Mengungkap
data pribadi
PNS
Melanggar HAM

Melindungi
data pribadi
PNS yang
bersifat
rahasia

4 Da-ftar
Penilaian
Kinerja PNS

UUD Negara RI
Tahun 1945 Pasal
28As.d28H
UU No.14 Tahun
20O8 tentang KIP
Pasal 17 huruf
PP No. 1O Tahun
1979 Tentang
penilaian
Pelaksanaan
Pekerjaan PNS Pasal
6

Melindungi hak
dasar manusia
{HAM)berdasar-
kan konstitusi

Tidak
Tertratas

Mengungkap
data pribadi
PNS
Melanggar HAM

Melindungi
data pribadi
PNS yang
bersifat
rahasia

5 Data rekam
medis PNS

UUD Negara RI
Tahun 1945 Pasal
28As.d28H
UU No.14 Tahun
2OO8 tentang KIP
Pasal 17 huruf
Permenkes RI No.
26elMENKES/
PER/rrr/2008
Tentang Rekam
Medis (Pasal 1O)

Melindungi hak
dasar manusia
(HAM)berdasar-
kan konstitusi

Tidak
Terbatas

Mengungkap data
pribadi PNS
Dapat merugikan
PNS
Melanggar HAM

Melindungi
data pribadi
PNS yg
bersifat ra-
hasia
Untuk me-
lindungi
keamanan
dan Kenya-
manan PNS

6 Data usulan
pengangkatat
PNS dalam
jabatan
struktural

- UUD Negara RI Tahun
1945 Pasal 28 A s.d
28H

- UU No.14 Tahun 2O08
tentang KIP Pasal 17
huruf i

- PP No.100 Tahun
2OO0 tentang
Pengangkatan PNS
Dalam Jabatan
Struktural Jo. PP No.
13 Tahun 20O2
tentang Perubahan
Atas PP No. 100
Tahun 200O.

Sebagai Dasar
Penetapan Ke-
bijakan Dalam
Pembinaan PNS

Terbatas
sampai
dengan

pelantikan

Mengganggu, meng
-hambat dan meru-
gikan proses penlru
-sunan kebijakan
karena adanya pe-
ngungkapan secara
prematur

Menjaga
kondusifitas,
keamanan dan
kepastian
hukum

7. Arsip
dinamis
yang
menurut
sifatnya
rahasia

- UU No.14 Tahun 2OO8
tentang KIP Pasal 17
huruf i

- UU No. 43 Tahun
2OO9 tentang
Kearsipan

Untuk
Menjamin
Rekaman
Kegiatan dan
Peristiwa

Tidak
Terbatas

Merugikan proses
pen3rusunan kebi-
jakan karena ada-
nya pengungkapan
secara prematur

Melindungi
kerahasiaan
dokumen

8. Komponen
Nilai Peserta
Diklat

UU No. l4Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17 hurufh
nomor 5

Melindungi hak
dasar manusia
(HAM)berdasar-
kan konstitusi

Tidak
Terbatas

Mengungkap
perilaku seseorang

Melindungi
pribadi
seseorang



9. Naskah
Ujian

UU No. 14 Tahun
2OO8 tentang KIP
Pasal 17 hurufh
nomor 4

Untuk
menjamin
keberhasilan
tujuan
pendidikan dan
pelatihan

Tidak
Terbatas

Apabila dibuka
mengakibatkan
terhambatnYa
proses evalreasi
untuk mengetahui
informasi tingkat
kemampuan
seseorallg

Melindungi
kerahasiaan
proses
evaluasi untuk
menghasilkan
rekomendasi
kemampuan
seseoranq

BADAN DIKI.AT
1[/A TENGAH

HIE


